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ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana pengaturan 
prapenuntutan dalam hukum acara pidana dan 
bagaimana prapenuntutan dalam KUHAP 
setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia.  Dengan menggunakan metode 
penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. 
Prapenuntutan memiliki dua sisi, yaitu: di satu 
sisi, lembaga prapenuntutan merupakan 
konsekuensi kedudukan polisi sebagai pejabat 
utama tahap penyidikan sehingga tersangka 
tersangka tidak perlu diperiksa berulang-ulang, 
yaitu setelah pemeriksaan polisi kemudian 
diperiksa lagi oleh jaksa, sehingga merupakan 
upaya perlindungan memberikan perlindungan 
yang lebih baik kepada Hak Asasi Manusia 
tersangka. Di lain sisi, praperadilan dengan 
konsekuensi-konsekuensinya, dapat dipandang 
tidak praktis karena justru dapat 
memperlambat atau menghambat proses 
beracara pidana. 2. Pemeriksaan tambahan 
dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan pada hakekatnya merupakan 
pengembalian sebagian wewenang penyidikan 
tindak pidana umum kepada Jaksa Penuntut 
Umum. Tujuan pemeriksaan tambahan ini, 
yaitu: meletakkan kemungkinan terjadinya citra 
buruk dalam penegakan hukum pidana karena 
terhambatnya penegakan hukum pidana akibat 
bolak baliknya berkas perkara antara Polisi dan 
Jaksa yang kemungkinan penghentian 
penuntutan karena pertimbangan prosedur 
semata-mata, serta agar Jaksa Penuntut Umum 
benar-benar memahami kasus yang ditangani. 
Kata kunci: Jaksa, penuntut 
umum,prapenuntutan 
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 Peralihan HIR ke KUHAP, khusus yang 
mengangkat pejabat penyidik dan 
kewenangannya menimbulkan suatu 
perubahan yang besar dan mendasar, yaitu 
dimana Jaksa tidak lagi diberikan kewenangan 
untuk melakukan penyidikan sendiri maupun 
penyidikan lanjutan kecuali terhadap tindak 
pidana khusus. Menurut KUHAP bagi penuntut 
umum (Jaksa) tertutup kemungkinan untuk 
melakukan penyidikan sendiri dan mengambil 
alih pemeriksaan yang telah dimulai oleh 
penyidik (Polisi). Sehingga dalam hal ini setelah 
selesai melakukan penyidikan, Polisi selaku 
penyidik wajib segera menyerahkan berkas 
perkara tersebut kepada Jaksa selaku penuntut 
umum sehingga ia juga dapat segera 
melaksanakan penuntutan ke pengadilan. Jadi 
sebagai konsekwensi peralihan dari HIR ke 
KUHAP menyangkut pejabat penyidik beserta 
kemenangannya, yaitu apabila hasil penyidikan 
yang telah dilaksanakan oleh penyidik ternyata 
belum lengkap, maka Jaksa tidak dapat 
melakukan penyidikan lanjutan atau penyidikan 
tambahan guna melengkapi hasil penyidikan 
yang dilakukan oleh penyidik tersebut. Untuk 
melengkapi hasil penyidikan yang belum 
lengkap itu, maka berkas hasil penyidikan 
tersebut harus dikembalikan kepada penyidik 
guna dilengkapi. 
Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa 
memasuki penghujung tahun 2009 tepatnya 
pada tanggal 15 September 2009 bangsa kita 
dihebohkan dengan kriminalisasi Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilibatkan 
adalah para ketua KPK, yaitu Bibit Samad Rianto 
dan Chandra M. Hamzah, yang oleh pihak 
kepolisian dalam melakukan penyidikan dan 
penyelidikan sampai pada kejaksaan dalam 
melakukan prapenuntutan mengalami ketidak 
sesuaian dalam melengkapi berkas-berkas 
penuntutan. Hal ini ditandai dengan bolak-
baliknya berkas antara polisi dan kejaksaan 
sampai muncul istilah dalam proses penuntutan 
dibuat "pasal karet" dalam arti bahwa pasal-
pasal yang dituduhkan kepada Bibit dan 
Chandra tidak jelas.  
Disini penyidik dan penuntut umum 
diharapkan terjalin suatu kerjasama yang baik 
didalam hal menyangkut penuntutan maka 
penuntut umumlah yang berwenang 
melaksanakannya atas bantuan data dari 
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penyidik yang telah melakukan penyelidikan 
dan penyidikan.  
Sekarang ini telah diundangkannya Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran 
Negara RI Tahun 2004 No.67). Pada Pasal 30 
ayat (1) huruf (e) undang-undang ini dikatakan 
bahwa kejaksaan mempunyai wewenang 
melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk 
itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan 
sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam 
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan 
penyidik. Pemberian wewenang pemeriksaan 
tambahan dari kejaksaan tersebut merupakan 
perkembangan yang menimbulkan pertanyaan 
tentang seberapa besar pengaruhnya terhadap 
pembagian wewenang antara polisi dan jaksa 
sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP 
serta hubungan tata kerja antara kedua instansi 
tersebut. 
Sebagaimana telah diuraikan di atas, maka 
penulis sangat tertarik untuk membuat suatu 
karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul 
"Jaksa Sebagai Penuntut Umum Dalam 
Melakukan Prapenuntutan Menurut Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia".  
 
B. Perumusan Masalah 
1. Bagaimanakah pengaturan prapenuntutan 
dalam hukum acara pidana? 
2. Bagaimanakah prapenuntutan dalam 
KUHAP setelah berlakunya Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia?  
 
C. Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan suatu penelitian 
normatif sehingga untuk menghimpun data 
yang diperlukan telah digunakan metode 
penelitian kepustakaan (library research), yaitu 
dengan mempelajari buku-buku hukum, 
himpunan peraturan perundang-undangan, 
artikel-artikel hukum dan berbagai sumber 
tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah 
dihimpun tersebut selanjutnya dianalisis 
dengan menggunakan metode analisis 
kualitatif. 
 
PEMBAHASAN 
A. Prapenuntutan Dalam KUHAP  
    Hukum Acara Pidana sebagai pedoman 
bagi aparat penegak hukum dalam menegakan 
hukum memuat tujuan sebagaimana tertera 
dalam bagian pertimbangan KUHAP mengenai 
alasan dibentuknya KUHAP, yaitu : 
a. Agar masyarakat menghayati hak dan 
kewajibannya; 
b. Untuk meningkatkan pembinaan sikap 
para pelaksana penegak hukum sesuai 
dengan fungsi dan wewenang masing-
masing; 
c. Tegaknya hukum, keadilan dan 
perlindungan terhadap harkat dan 
martabat manusia; 
d. Ketertiban serta kepastian hukum demi 
terselenggaranya negara hukum sessuai 
dengan UUD 1945. 
 
 Untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum 
sebagaimana disebutkan di atas, dibutuhkan 
suatu organisasi yang cukup kompleks. Tanpa 
adanya organisasi tersebut tidak bisa dijalankan 
dalam masyarakat. Organisasi tersebut adalah 
Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga 
Permasyarakatan dan lembaga perundang-
undangan. Melalui organisasi serta proses-
proses yang berlangsung di dalamnya 
masyarakat menerima perwujudan dari tujuan-
tujuan hukum.3 
 Proses peradilan pidana merupakan proses 
bekerjanya organisasi terutama Kepolisian, 
Kejaksaan dan Pengadilan. Dimulai dari adanya 
kasus perbuatan pidana, aparat penyidik 
melakukan serangkaian tindakan terhadap 
tersangka yang melakukan perbuatan pidana 
tersebut. Setelah selesai dilakukan penyidikan, 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik 
dilimpahkan kepada kejaksaan untuk kemudian 
oleh jaksa diajukan ke pengadilan guna 
diperiksa dan diputuskan oleh hakim.  Dari satu 
pihak aparat penegak hukum oleh undang-
undang diberi wewenang atau kekuasaan untuk 
melakukan sesuatu yang berkaitan dengan 
bidang tugasnya. Namun di lain pihak hak-hak 
tersangka atau terdakwa juga harus 
diperhatikan. Oleh karena itu undang-undang 
mengatur tentang tata cara yang dapat 
dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan 
lebih memperhatikan harkat dan martabat 
manusia. Beberapa asas yang terkandung 
dalam KUHAP dapat dijadikan indikator apakah 
pelaksanaan penegakan hukum sudah benar-
                                                          
3
 Satjipto Rahardjo,   Masalah Penegakan Hukum,    Sinar 
Baru,  Bandung,   1978, hal. 17-18. 
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benar dapat dilaksanakan sesuai undang-
undang dan bagaimana sikap tindakan para 
penegaknya.  
Sistematika Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana, (KUHAP) 
dengan jelas dalam pengaturan proses beracara 
pidana mencakup: 
2. Penyidikan; 
3. Penuntutan; 
4. Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan; dan, 
5. Pelaksanaan Putusan Pengadilan. 
  Tetapi, dalam tahap pelaksanaan putusan 
pengadilan, tidak lagi dilakukan pemeriksaan 
terhadap bersalah atau tidaknya terdakwa.  
Oleh karenanya, yang sebenarnya dapat 
dikategorikan sebagai tahap-tahap 
pemeriksaan hanyalah tahap penyidikan, 
penuntutan dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan. 
 
B. Prapenuntutan Setelah Berlakunya 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 
Tentang Kejaksaan  
Pada tanggal 26 Juli 2004 diundangkan 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 
Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 67) tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia yang 
menggantikan Undang-undang Nomor  5 Tahun 
1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 
(Lembaran Negara R.I. Tahun 1991 Nomor 59, 
Penjelasan dalam Tambahan LN Nomor 3451). 
Yang sebelumnya juga berlaku Undang-undang 
Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.  
Undang-undang Kejaksaan Tahun 2004 ini 
memberikan wewenang pemeriksaan 
tambahan kepada Jaksa.  Dalam Bab III: Tugas 
dan Wewenang, Bagian Pertama: Umum, pada 
Pasal 30 ayat (1) huruf e ditentukan bahwa di 
bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan 
wewenang untuk melengkapi berkas perkara 
tertentu dan untuk itu dapat melakukan 
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan 
ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya 
dikoordinasikan dengan penyidik.  
Dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal terhadap 
Pasal 30 ayat (1) huruf e UU No. 16 Tahun 2004 
dikatakan bahwa untuk melengkapi berkas 
perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan 
dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1) tidak dilakukan terhadap tersangka; 
2) hanya terhadap perkara-perkara yang sulit 
pembuktiannya, dan/atau dapat 
meresahkan masyarakat, dan/atau yang 
dapat membahayakan keselamatan 
negara; 
3) harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 
(empat belas) hari setelah dilaksanakan 
ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) 
Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana; 
4) prinsip koordinasi dan kerjasama dengan 
penyidik.  
Berdasarkan rumusan Pasal 30 ayat (1) dan 
penjelasan pasalnya dapat diketahui bahwa 
sejak berlakunya Undang-undang Kejaksaan 
Tahun 2004, maka: 
1. Kejaksaan mempunyai tugas dan 
wewenang: 
a. untuk melengkapi berkas perkara 
tertentu; dan, 
b. untuk itu dapat melakukan 
pemeriksaan tambahan sebelum 
dilimpahkan ke pengadilan; 
c. yang dalam pelaksanaannya 
dikoordinasikan dengan penyidik. 
2. Pemeriksaan tambahan itu dilakukan 
dengan memperhatikan syarat-syarat yang 
disebutkan dalam bagian penjelasan pasal 
yang bersangkutan. 
 Keempat syarat yang disebutkan dalam 
bagian penjelasan pasal dan yang harus 
diperhatikan oleh Jaksa Penuntut Umum akan 
dibahas secara satu persatu berikut ini. 
1. Tidak dilakukan terhadap tersangka. 
Syarat “tidak dilakukan terhadap tersangka” 
merupakan pembatasan yang pertama.  
Syarat ini berarti pemeriksaan tambahan 
hanya dapat dilaksanakan terhadap para 
saksi/saksi ahli dan alat bukti yang lain, yaitu 
alat bukti surat. 
Kata “pemeriksaan” di sini seharusnya 
diartikan pemeriksaan dalam bentuk apapun 
juga.  Dengan demikian, pertanyaan-
pertanyaan, baik yang diarahkan untuk 
mendengarkan keterangan tentang 
tersangka itu sendiri maupun untuk 
memperoleh alat-alat bukti lain di luar 
keterangan tersangka, tidak dibenarkan 
diajukan kepada tersangka. 
2. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit 
pembuktiannya dan/atau dapat meresahkan 
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masyarakat, dan/atau yang dapat 
membahayakan keselamatan negara. 
Jelas bahwa pemeriksaan tambahan 
dilakukan tidak terhadap semua perkara.  
Perkara-perkara terhadap mana dapat 
dilakukan pemeriksaan adalah : 
a. Yang sulit pembuktiannya. 
b. Yang dapat meresahkan masyarakat. 
c. Yang dapat membahayakan 
keselamatan Negara. 
3. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 
(empat belas) hari setelah dilaksanakan 
ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 
  Dalam syarat ini sebenarnya terkandung 
dua macam syarat, yaitu: 
3.1. Setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 
110 dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP; 
dan  
3.2. harus dapat diselesaikan dalam waktu 
14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan 
Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP 
tersebut. 
  Dengan syarat ke-1, berarti Jaksa Penuntut 
Umum tidak dibenarkan untuk segera 
melakukan pemeriksaan tambahan pada 
waktu Jaksa Penuntut Umum menerima 
penyerahan berkas perkara yang pertama 
kali dari Polisi. Pada penerimaan berkas 
perkara yang pertama ini, jika Jaksa 
menganggap hasil penyidikan tersebut 
masih kurang lengkap maka Jaksa harus 
melakukan prapenuntutan, yaitu harus 
segera mengembalikan berkas perkara 
kepada Polisi disertai dengan petunjuk 
untuk dilengkapi. 
  Hanya setelah Polisi melakukan penyidikan 
tambahan dan menyerahkan kembali berkas 
perkara, di mana Jaksa masih juga 
memandangnya sebagai masih kurang 
lengkap, barulah Jaksa Penuntut Umum 
memiliki kemungkinan untuk melakukan 
pemeriksaan tambahan.   
Syarat ini menentukan batas waktu 
dilakukannya pemeriksaan tambahan oleh 
Jaksa.  Dalam rumusan Penjelasan Pasal 30 
ditentukan bahwa batas waktu tersebut 
adalah dalam waktu 14 (empat belas) hari 
setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 
dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP.  Dihubungkan 
dengan Pasal 138 ayat (2) KUHAP, berarti 
batas waktu tersebut adalah dalam waktu 
14 (empat belas) hari setelah Penyidik Polri 
menyerahkan kembali berkas perkara itu 
kepada Jaksa Penuntut Umum. 
4. Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan 
penyidik. 
Dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e UU No.16 
Tahun 2004 sendiri sudah ditentukan bahwa 
Jaksa dapat melakukan pemeriksaan 
tambahan sebelum perkara dilimpahkan ke 
pengadilan yang dalam pelaksanaannya 
dikoordinasikan dengan penyidik.  Dalam 
Penjelasan Pasal Demi Pasal terhadap 
ketentuan ini dikatakan lebih lanjut bahwa 
ini merupakan prinsip koordinasi dan 
kerjasama dengan penyidik. 
Pembahasan terhadap Pasal 30 ayat (1) 
huruf (e) dan penjelasan pasalnya di atas 
menunjukkan adanya dua pengaruh 
berlakunya Undang-undang Kejaksaan 
Tahun 2004 terhadap lembaga 
prapenuntutan dalam KUHAP, yaitu: 
1. Persoalan kemungkinan terjadinya bolak 
balik berkas perkara yang terlalu 
berkepanjangan antara Polisi-Jaksa, telah 
diakhiri.  Dengan wewenang 
pemeriksaan tambahan berarti 
kemungkinan hanya satu kali saja berkas 
dikembalikan kepada Polisi, di mana jika 
hasilnya dipandang belum mencukupi 
maka Jaksa langsung melakukan 
pemeriksaan tambahan.   
2. Lembaga pemeriksaan tambahan dalam 
Undang-undang Kejaksaan Tahun 2004 
telah mengurangi peran lembaga 
prapenuntutan dalam KUHAP. 
Bagaimanapun juga, pemberian wewenang 
pemeriksaan tambahan kepada Jaksa 
Penuntut Umum menunjukkan telah terjadi 
pergeseran pandangan mengenai hakekat 
KUHAP tentang pejabat penyidik dan 
hubungan kerja antara Polisi dan Jaksa. 
Pemberian wewenang pemeriksaan 
tambahan kepada Jaksa Penuntut Umum ini 
dapat dipandang sebagai pengembalian 
sebagian wewenang Jaksa untuk melakukan 
penyidikan terhadap tindak pidana umum.   
Tetapi, pengembalian sebagian wewenang 
ini tidak berarti kembali ke sistem HIR, 
sebab ada syarat-syarat tertentu untuk 
melaksanakan lembaga pemeriksaan 
tambahan oleh Jaksa ini. 
Menurut pendapat penulis, pemberian 
wewenang pemeriksaan tambahan dengan 
syarat-syarat tertentu kepada Jaksa 
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Penuntut Umum sebagaimana ditentukan 
dalam Undang-undang Kejaksaan Tahun 
1991 merupakan suatu hal yang dapat 
diterima dalam perkembangan hukum acara 
pidana di Indonesia. 
Hal ini karena Jaksa Penuntut Umum adalah 
penegak hukum yang akan maju ke depan 
sidang pengadilan dalam kedudukan sebagai 
Penuntut Umum berhadapan dengan terdakwa 
dan penasihat hukumnya.  Untuk itu, Jaksa 
Penuntut Umum seharusnya benar-benar 
memahami secara rinci kasus yang 
ditanganinya. Pemahaman secara rinci ini 
seringkali hanya dapat diperoleh apabila Jaksa 
Penuntut Umum itu sendiri yang melakukan 
penyidikan.  
 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Prapenuntutan memiliki dua sisi, yaitu: di 
satu sisi, lembaga prapenuntutan 
merupakan konsekuensi kedudukan polisi 
sebagai pejabat utama tahap penyidikan 
sehingga tersangka tersangka tidak perlu 
diperiksa berulang-ulang, yaitu setelah 
pemeriksaan polisi kemudian diperiksa lagi 
oleh jaksa, sehingga merupakan upaya 
perlindungan memberikan perlindungan 
yang lebih baik kepada Hak Asasi Manusia 
tersangka. Di lain sisi, praperadilan dengan 
konsekuensi-konsekuensinya, dapat 
dipandang tidak praktis karena justru dapat 
memperlambat atau menghambat proses 
beracara pidana. 
2. Pemeriksaan tambahan dalam Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan pada hakekatnya merupakan 
pengembalian sebagian wewenang 
penyidikan tindak pidana umum kepada 
Jaksa Penuntut Umum. Tujuan pemeriksaan 
tambahan ini, yaitu: meletakkan 
kemungkinan terjadinya citra buruk dalam 
penegakan hukum pidana karena 
terhambatnya penegakan hukum pidana 
akibat bolak baliknya berkas perkara antara 
Polisi dan Jaksa yang kemungkinan 
penghentian penuntutan karena 
pertimbangan prosedur semata-mata, serta 
agar Jaksa Penuntut Umum benar-benar 
memahami kasus yang ditangani. 
 
B. Saran 
1. Prapenuntutan untuk tindak pidana umum 
masih dapat dipertahankan  dalam hukum 
acara pidana di Indonesia sebab merupakan 
upaya memberikan perlindungan yang lebih 
baik terhadap Hak Asasi Manusia 
tersangka. 
2. Prapepenuntutan perlu dilakukan 
penyempurnaan supaya pemeriksaan 
tambahan dalam Undang-undang 
Kejaksaan Tahun 2004 dimasukkan ke 
dalam KUHAP.  
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